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BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Upaya hukum yang dilakukan pekerja outsourcing dalam 

meningkatkan upah di PT. Vidya Rejeki Tama yang ditempatkan di 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah melakukan pembicaraan atau 

negosiasi terhadap atasan atau pengusaha PT. Vidya Rejeki Tama. Dalam hal 

ini hanya sebagian kecil pekerja outsourcing saja yang melakukan 

pembicaraan atau negosiasi kepada atasan PT. Vidya Rejeki Tama untuk 

meminta kenaikan upah walaupun permintaan tersebut tidak diperhatikan dan 

dikabulkan oleh atasan P.T Vidya Rejeki Tama. Negosiasi dilakukan hanya 

oleh sedikit pekerja outsourcing saja hal itu dikarenakan pekerja outsourcing 

PT. Vidya Rejeki Tama tidak membentuk serikat pekerja.  

Sebagian besar dari pekerja outsourcing yang bekerja di PT. Vidya 

Rejeki Tama yang ditempatkan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta tidak 

atau belum melakukan upaya hukum untuk meningkatkan upah walaupun 

upah yang diterima dibawah upah minimum dan/atau belum cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dengan alasan adalah mencari pekerjaan susah, 

pendidikan pekerja rendah, nasib orang kecil. 
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B. Saran 

1. Bagi PT. Vidya Rejeki Tama hendaknya memperhatikan kesejahteraan 

pekerja dengan memberikan upah yang sesuai dengan upah minimum 

provinsi yang berlaku yang dalam upah tersebut terdapat dua unsur yaitu 

dipenuhinya gaji pokok dengan dipenuhi juga tunjangan tetap, 

memberikan tunjangan tunjangan tidak tetap lain yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan pekerja, misalnya tunjangan makan, 

tunjangan transportasi. Dan juga PT. Rejeki Tama haruslah memperbaiki 

waktu kerja pekerja agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila 

memang PT. Vidya Rejeki Tama belum dapat meberikan upah sesuai 

dengan upah minimum yag telah ditentukan oleh Gurbernur D.I 

Yogyakarta maka PT. Vidya Rejeki Tama melakukan penangguhan 

kepada pemerintah yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 13 

tahun 2003 pasal 90 ayat (2) 

2. Bagi pekerja outsourcing di PT. Vidya Rejeki Tama hendaknya menuntut 

hak-hak pekerja seperti; upah yang layak, waktu kerja yang sesuai 

peraturan yang berlaku, dan upah lembuh yang sesuai peraturan yang 

berlaku. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk 

serikat pekerja yang dapat membuat kesepakatan antar pekerja untuk 

mengajukan pembicaraan terhadap atasan untuk melakukan kenaikan upah 

dan lain sebagainya dengan membentuk perjanjian kerja bersama. 

3. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sebagai perusahaan pemberi 

kerja walaupun secara yuridis tidak mengatur atau mencampuri urusan 
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pekerja outsourcing dengan PT. Vidya Rejeki Tama, tetapi demi melihat 

tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan maka hendaknya Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak- 

hak pekerja outsourcing yang ditempatkan di Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta. Atau Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebelum melakukan 

lelang tender untuk perusahaan outsourcing memberikan persyaratan 

dalam perjanjian agar pekerja outsourcing mendapatkan hak-hak pekerja 

yang layak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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LAMPIRAN 



 

 
KUESIONER 

UPAYA HUKUM PEKERJA OUTSOURCING DALAM MENINGKATKAN 

UPAH DI P.T VIDYA REJEKI TAMA YANG DITEMPATKAN DI 

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 

 

A. IDENTITAS 

1. NAMA   : 

2. ALAMAT   : 

3. USIA    : 

4. JENIS KELAMIN  : 

5. STATUS PERKAWINAN : 

6. JUMALAH ANAK   : 

 

B. PERTANYAAN 

1. Apakah bapak bekerja di P.T Vidya Rejeki Tama ? 

2. Apakah bapak mengetahui bahwa tempat bekerja bapak merupaka 

perusahaan outsourcing? 

3. Sudah berapa lama bapak bekerja di P.T Vidya Rejeki Tama? 

4. Apa hubungan kerja bapak dengan P.T  P.T Vidya Rejeki Tama? (pekerja 

tetap / tidak tetap) 

5. Apakah terdapat perjanjian kerja ? (tertulis / lisan) 

6. apakah ada perjanjian kerja bersama? 

7. Berapa gaji yang di terima oleh bapak setiap bulan ? 

8. Apakah bapak mengetahui Upah Minimum Propinsi D.I. Yogyakarta? 

9. Apakah bapak pernah mengalami kenaikan gaji? 

10. Jika belum pernah apakah bapak pernah melakukan pembicaraan 

mengenai kenaikan upah atau kah pernah melakukan demo?(sebutkan) 

11. Apakah gaji yang diterima dapat memenuhi kebutuhan hidup bapak 

beserta keluarga? 



 

 
12. Jika belum memenuhi, Mengapa bapak masih mempertahankan untuk 

bekerja di P.T Vidya Rejeki Tama meskipun gaji yang diterima kurang 

memenuhi kebutuhan? 

13. Berapa lama waktu kerja bapak ? 

14. apakah bapak mengetahui waktu kerja yang sudah di tentukan di peraturan 

yag berlaku? 

15. Jika waktu kerja bapak melebihi, apakah bapak pernah diminta untuk 

lembur? 

16. Apakah bapak diberikan tunjangan atau fasilitas oleh perusahaan? 

17. Apakah P.T Vidya Rejeki Tama memberikan JAMSOSTEK? 

18. Apakah bapak mempunyai serikat pekerja? 

19. jika mempunyai serikat pekerja apakah serikat pekerja bapak pernah 

melakukan pembicaraan / upaya untuk menaikkan gaji yang di terima 

selama ini ?  

  

 



 

 



 

 


